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Menimbang

Mengingat

DETfiAN RAETAT TUTIAN YAIIX} TAIIA EsA

BT'PATI KOITAWE SEI,ATAN,

bahwa untuk melalsanakan ketentuan pasal 4 peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, I\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945; n

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selataa di provinsi

Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O3 Nomor 24, Tarlr..bahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s23a);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Peruba-han Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor lg Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g
?ahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor g).

Menetapkan
MEMUTUSKAN :

PERATITRAII BITPATI TEIfTAIfc XtIruDIrI(Alf, susuttAtr
oRGAI|TSASI, TUGAS DAI{ Ft rcsl, SERIA TATA I{tR.rA
IITSPEKTORAT DAERAII I$BI'PATEI| KOIIAWE SELATAT.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Konawe Selatan;

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Konawe

Selatan;

8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan
Inspektorat Daerah;

BAB I
XEIEITTUAIT I'UUU

Pasal 1
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9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

1O. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggaralan oleh daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
BEITTUX, I|OUEmIL/TTITR DAf, TIPE

PERAITGXAT DATRAII

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah.

BagianKedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(l) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, diklasifrkasikan atas tipe A.

(2) Penentuan tipe Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan

dan fasilitasi pengawasan.
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(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
XEDT'DT'XAIT DA"IT SUAUIYAIT ORGAIYISASI

Bagian Kesah,t
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(l) Inspektorat Daerah merupalan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspekttrr Daerah yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh
perangkat daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasErn dan
fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(l) Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe
Selatan, terdiri atas :

a. Inspektur Daerah.

b. Sekretaris;

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

C. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAIT TUilGSI

Bagian Kesatu
Inspektur Daerah

Pasal 1O

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
membina dan mengawasi pelalsanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh

perangkat daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan

sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan dan fasilitasi pengawasan kepada seluruh
perangkat daerah.;

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan
dalam rangka penyelenggaraan urusarr pemerintahan di
bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan

c. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana serta
memberikan pelayanan teknis administrasi pada lingkup
Inspektorat Daerah.
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Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 11

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah

dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh
satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah dalam

urusan administrasi dan umum, urusan perencanaan,

urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan,

dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 l, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan
program keda pengawasan;

b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan

laporan hasil pemeriksaan pengawasan aparat pengawasan

fungsional daerah;

c. penrusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional;

d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data
dalam rangka penatausahaan proses penanganan

pengaduan;

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat
men)rurat dan rumah tangga;

f. pengelolaan perencanaan program; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagran Perencanaan;

b. Sub Bagran Evaluasi dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Administrasi Umum.

(2) Sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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Pasal 14

(1) Sub Bagran Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan

bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program

kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan

rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi

dan pengolahan data pengawasan.

(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah,

menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat

pengavias€rn fungsional dan melakukan administrasi

pengaduan masyarakat serta men5rusun laporan kegiatan

pengawasan.

(3) Sub Bagran Administrasi Umum mempunyai tugas

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan

surat menJrurat dan urusan rumah tangga.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 15

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu

Inspektur dalam melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat

di bidang audit dan pengawasan penyelenggaraan urusan

Pemerintah Daerah di wilayahnya masing-masing.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh Inspektur

Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Inspektur Daerah,

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan

fungsi :

a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang,

kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah;

b. penyelenggaraan pemerintah desa;

c. review rencana kerja anggaran;

d. review laporan keuangan;
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e. review laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

f. evaluasi sistem pengendalian internal;
g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu;

h. pemeriksaan terpadu;

i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good

governance, clean goverment dan pelayanan publik;
k. penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang

pengawasan;

L penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;

m. koordinasi program pengawasan;

n. pemeriksaan hibah/ bantuan sosial;

o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
p. tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 17

(1) Inspekhrr Pembantu Wilayah II mempunyai tugas

membantu Inspektur dalam melaksanakan 5sfagian fungsi
Inspektorat di bidang audit dan pengawasan

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di wilayahnya
masing-masing.

(2) Inspekttrr Pembantu Wilayah II dipimpin oleh Inspektur
Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Inspektur Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan

fungsi :

a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang,

kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;



-9-

b. penyelenggaraan pemerintah desa;

c. review rencana ke{a anggaran;

d. review laporan keuangan;

e. review laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

f. evaluasi sistem pengendalian internal;
g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tqjuan

tertentu;

h. pemeriksaan terpadu;

i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good

governance, clean goverment dan pelayanan publik;
k. penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang

Pengawasan;

l. penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;

m. koordinasi program pengawasan;

n. pemeriksaan hibah/ bantuan sosial;

o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
p. tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 19

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas
membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian fungsi
Inspektorat di bidang audit dan pengawasan

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di wilayahnya
masing-masing.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh Inspektur
Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Inspektur Daerah.

Pasal 2O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan

fungsi :
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a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang,

kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

b. penyelenggaraan pemerintah desa;

c. review rencana kerja anggaran;

d. review laporan keuangan;

e. review laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

f. evaluasi sistem pengendalian internal;
g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tduan

tertentu;

h. pemeriksaan terpadu;

i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good

governance, clean goverment dan pelayanan publik;
k. penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang

pengawasan;

l. penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;

m. koordinasi program pengawasan;

n. pemeriksaan hibah/ bantuan sosial;

o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
p. tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
h. pelalsanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 21

(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas
membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian fungsi
Inspektorat di bidang audit dan pengawasan

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di wilayahnya
masing-masing.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh Inspektur
Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Inspektur Daerah.
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Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan

fungsi:
a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang,

kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

b. penyelenggaraan pemerintah desa;

c. review rencana kerja anggaran;

d. review laporan keuangan;

e. review laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

f. evaluasi sistem pengendalian internal;
g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu;

h. pemeriksaan terpadu;

i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good

governance, clean goverment dan pelayanan publik;
k. penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang

Pengawasan;
1. penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;

m. koordinasi program pengawasan;

n. pemeriksaan hibah/ bantuan sosial;

o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
p. tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

seb"gan tugas teknis Inspektorat Daerah sesuai bidang
keahliannya.
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Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
TATA XER.'A

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas
masing-masing.

(2) Dalam melaksanalan tugasnya Inspektur Daerah,

Sekretaris dan Inspektur Pembantu menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun
antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok

masing-masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.
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Pasal 26

Inspektur Daerah wajib mengawasi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-masing dan bita terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Inspektur Daerah memimpin dan mengkoordinasi bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugiawab pada
atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur Daerah dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
men5rusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 3O

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan keda.

Pasal 3l
Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Daerah dibantu oleh

Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan

rapat berkala.

Pasal 32

(1) Dalam hal Inspektur Daerah berhalangan, Sekretaris

melakukan tugas-tugas Inspektur Daerah sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku;
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(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana

Inspektorat Daerah dapat menunjuk Inspektur Pembantu

yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili
Inspektur Daerah.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
XEPAIIGKATAII, pEIfGtIfcNATAIt, ESELOI{IsAsI DAI|

PEUBERIIENTIAIT DALIIT JABATAIT

Pasal 34

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Sekretaris Daerah.

(3) Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan
jabatan eselon IIb.

(4) Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Kabupaten

Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa.
(6) Kepala Sub Bagian Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe

Selatan menrpakan jabatan eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan tV dilingkungan Inspektorat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati atas usul Inspektur Daerah melalui Sekretaris

Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Inspektorat Daerah

Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai

pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
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BAB VII
PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor O9 Tahun 2Ol4 tentang T\rgas Pokok

dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan

dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
padatanggal fi ucwber 2016

KO SELATAN,

H DAIIGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 70 Wtwbor 2016

SEKRETARIS DAERAH,

J
" 

KA :AG HUKUM

)

H. &'ARIF SA.'A.!TG
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